
LEMBARAN  DAERAH 
KOTA SEMARANG 

TAHUN 2007 NOMOR 5 SERI E 
 

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG 
NOMOR  1  TAHUN  2007 

TENTANG 
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KOTA SEMARANG 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA SEMARANG, 
Menimbang  :  a.  bahwa pendidikan merupakan suatu sistem yang terdiri dari komponen 

peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, kurikulum, sarana 
prasarana, dana, lingkungan sosial,  ekonomi, budaya, politik, teknologi, dan 
partisipasi masyarakat; 

b.  bahwa dalam rangka menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, 
peningkatan mutu pendidikan, dan peningkatan sumber daya manusia 
sehingga mampu menghadapi globalisasi, maka diperlukan pengaturan 
mengenai penyelenggaraan pendidikan di Kota Semarang; 

c.  bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas maka perlu membentuk 
Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penyelenggaraan Pendidikan di 
Kota Semarang. 

 

Mengingat  :  1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang  Pembentukan Daerah-
daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, 
Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta; 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan 
Lembaran Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169); 

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan  Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4548); 

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);  

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1976 tentang Perluasan 
Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Nomor 3079); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai 
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 
Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3176); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan 
Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 
35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia   Nomor 3411); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55                   Tahun 1998 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang 
Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998              
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 3763); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang 
Pendidikan Menengah (Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 1998   
Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  3764  
); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan 
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Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 3460); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar 
Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 3461); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia        Nomor 3641) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang 
Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000           
Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta 
Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia         Nomor 3485); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 1992 tentang Pembentukan 
Kecamatan di wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, 
Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di wilayah 
Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah 
Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 
Nomor 89); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960).  

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  KOTA SEMARANG 
dan 

WALIKOTA SEMARANG 

 
MEMUTUSKAN : 

Menetapkan :  PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG 
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KOTA SEMARANG 

 

 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. erah adalah Kota Semarang. Da
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2. merintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintah Daerah. 
Pe

W

Di

Ke

Pe

Ma

Pe

Manajem

m adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan 
e

perasional yang disusun oleh dan 
il

pkan dapat dicapai peserta didik 
e

m pendidikan di seluruh 
i

lah berdasarkan kriteria yang 
el

bangkan potensi diri melalui 
ro

pai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan 
e

3. alikota adalah Walikota Semarang. 

4. nas adalah Dinas Pendidikan Kota Semarang. 

5. pala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang. 

6. ndidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana  belajar dan proses 
pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 
kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 
serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa dan Negara. 

7. syarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non Pemerintah yang mempunyai 
perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan. 

8. nyelenggaraan pendidikan adalah pengelolaan pendidikan yang mencakup seluruh 
kegiatan pendidikan formal dan pendidikan nonformal baik yang diselenggarakan 
Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam lingkup Dinas  maupun Departemen Agama sesuai 
urusan daerah. 

9. en dan kelembagaan pendidikan adalah seperangkat pengaturan mengenai pendirian 
dan pengelolaan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal. 

10. Kurikulu
p lajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan 
pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. 

11. Kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum o
d aksanakan di masing-masing satuan pendidikan. 

12. Standar kompetensi adalah kemampuan minimal yang dihara
m lalui pendidikan dalam satuan pendidikan tertentu. 

13. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang siste
w layah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

14. Akreditasi sekolah adalah suatu kegiatan penilaian suatu seko
t ah ditetapkan dan dilakukan oleh Badan Akreditasi Sekolah yang hasilnya diwujudkan 
dalam bentuk pengakuan peringkat kelayakan. 

15. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengem
p ses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan tertentu. 

16. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak 
lahir sam
p ndidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak 
memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. 

17. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas 
pendidikan dasar dan pendidikan menengah. 

18. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat 
dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. 
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19. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. 

v endidikan 
er

al dan nonformal. 

didikan yang diselengarakan oleh  Pemerintah 
Daerah. 

a
san yang berbadan hukum. 

en

ga masyarakat atas tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah 
a

at. 

e
, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, 

er

takawan, perencana 
e

BAB II 
TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN  PRINS P PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN 

T

a. pemerataan kesempatan pendidikan; 

ajar;  dan 

kan bertumpu pada partisipasi masyarakat, transparansi 
an pendidikan secara keseluruhan.  

uang lingkup penyelenggaraan pendidikan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi: 

a. peserta didik; 

20. E aluasi adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu p
t hadap proses belajar, hasil belajar, kinerja tenaga kependidikan, dan kelembagaan. 

21. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan 
pada jalur form

 

22. Satuan Pendidikan Negeri adalah Satuan pen

23. S tuan Pendidikan Swasta adalah Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh organisasi 
masyarakat atau yaya

24. J jang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang terdiri dari pendidikan dasar dan 
pendidikan menengah. 

25. Wajib Belajar adalah program pendidikan dasar 9 tahun dan pendidikan menengah 3 tahun 
yang harus diikuti oleh war
D erah. 

26. Manajemen Berbasis Masyarakat adalah model penyelenggaraan pendidikan yang sesuai 
dengan potensi masyarak

27. P ndidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong 
belajar, tutor, instruktur, fasilitator
s ta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. 

28. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk 
menunjang penyelenggaraan pendidikan antara lain tenaga laboran, pus
p ndidikan, peneliti pendidikan, pengelola satuan pendidikan, pengawas, teknisi sumber 
belajar, tenaga administrasi pendidikan. 

 

I
Pasal 2 

ujuan Penyelenggaraan Pendidikan adalah:  

b. meningkatkan mutu kegiatan belajar meng

c. mengembangkan manajemen pendidi
anggaran pendidikan dan akuntabilitas penyelenggara

 

Pasal 3 
R
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